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      BAB III
  RANCANGAN  KERANGKA  EKONOMI DAERAH  DAN  KEBIJAKAN  KEUANGAN DAERAH 

K

erangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2014, perkiraan tahun 2015, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”,  terdapat Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Programprogram

pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019).

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

3. Dimensi Pambangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

4. Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

2-2Sebagai tindaklanjut penyelarasan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, maka Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016 selain mengacu kepada RKP Tahun 2016, juga ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 

Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2013–2017). Penekanan pada tahapan Lima Tahun III (2013–2017) adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect & forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi . 

2. 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kotai (RTRW) Tahun 2012-2032 

Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2012-2032) Rencana Tata Ruang Kota Kndari Tahun 2012-2032 

3.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017. Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2013-2017 untuk mewujudkan visi Menuju Kota Kendari Tahun 2017 sebagai Kota bersih dan Hijau yang Berakhlak, Maju, Demokratis dan Sejahtera. 

4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya 

c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani: 

1.Pendidikan dan Kesehatan.

2. kemiskinan

3. Nilai sosial kemasyarakatan

4. Peningkatan Infrastruktur dan tata ruang

5. Lingkungan

6. UMKM/Koperasi, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016. 
Dengan mempertimbangan hal-hal tersebut diatas maka kebijakan umum pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah. 
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka rencana program dan kegiatan tahun 2016 yang merupakan implementasi RPJMD Kota Kendari Tahun 2013 – 2017 dilakukan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Kendari Tahun 2016, yaitu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Kota Yang Berbasis Pada Ekonomi Rakyat Serta Menciptakan Iklim yang Kondusif Bagi Pelaksanaan Investasi Di Daerah Dengan Pola Reinventing Government, dengan arah sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi;

2. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah;

3. Meningkatnya kekayaan daerah;

4. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

5. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal berbasis komunitas;

6. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
 Kondisi ekonomi makro tahun 2014 dan perkiraannya tahun 2015 dapat diringkas sebagai berikut :
3.1.1.1.  Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Untuk Kota Kendari keadaan PDRB Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:
· Struktur Ekonomi 

Tabel 3.1
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku,
Tahun 2010 s.d 2014
Kota Kendari
	No
	SEKTOR
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Pertanian, Kehutanan & Perikanan
	12,60 
	  11,86 
	 11,64 
	 11,77 
	   11,66 

	2
	Pertambangan & Penggalian
	      1,65 
	    1,72 
	   2,02 
	   2,07 
	     2,14 

	3
	Industri Pengolahan
	      9,25 
	    9,51 
	   9,41 
	   9,33 
	   10,09 

	4
	Listrik,Gas & Air Bersih
	      0,11 
	    0,10 
	   0,11 
	   0,10 
	     0,10 

	5
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	      0,32 
	    0,29 
	   0,30 
	   0,31 
	     0,32 

	6
	Konstruksi
	    15,95 
	  17,22 
	 18,51 
	 18,50 
	   18,59 

	7
	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	    16,88 
	  17,03 
	 16,43 
	 16,31 
	   16,13 

	8
	Transportasi & Pergudangan
	      9,80 
	    9,44 
	   9,02 
	   8,65 
	     8,38 

	9
	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
	      1,12 
	    1,24 
	   1,35 
	   1,35 
	     1,32 

	10
	Informasi & Komunikasi
	      8,61 
	    7,58 
	   7,24 
	   7,27 
	     6,48 

	11
	Jasa Keuangan, & Asuransi
	      5,34 
	    5,81 
	   6,16 
	   6,39 
	     6,38 

	12
	Real Estate
	      2,75 
	    2,56 
	   2,46 
	   2,31 
	     2,12 

	13
	Jasa Perusahaan
	      0,74 
	    0,75 
	   0,76 
	   0,79 
	     0,79 

	14
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
	      5,91 
	    5,76 
	   5,31 
	   5,24 
	     5,51 

	15
	Jasa Pendidikan
	      6,46 
	    6,57 
	   6,50 
	   6,83 
	     7,12 

	16
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	      1,06 
	    1,05 
	   1,08 
	   1,07 
	     1,08 

	17
	Jasa Lainnya
	      1,47 
	    1,50 
	   1,70 
	   1,72 
	     1,79 

	
	Jumlah
	100
	100
	100
	100
	100


          Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Kendari 2010 – 2014
Secara makro regional mengenai kondisi internal domestik Kota Kendari yang mendukung terciptanya suasana optimis  dalam proyeksi makro ekonomi Kota Kendari adalah misi pemerintah dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2013 – 2017.
·   Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Seri 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun.  Sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari selalu di atas sembilan persen.  

    Tabel 3.2 

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%)Tahun 2011 s.d. 2014 

Kota Kendari 

	Sektor
	2011
	2012
	2013
	2014

	1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
	2.94
	1.75
	5.81
	10.00

	2. Pertambangan & Penggalian
	14.88
	28.80
	12.41
	11.59

	3. Industri Pengolahan
	12.73
	10.79
	8.47
	13.76

	4. Listrik,Gas & Air Bersih
	11.58
	29.84
	13.87
	13.25

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	2.68
	15.70
	9.82
	7.12

	6. Konstruksi
	18.70
	16.96
	9.42
	10.77

	7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	10.53
	7.85
	7.36
	7.56

	8. Transportasi & Pergudangan
	8.94
	7.75
	5.18
	7.73

	9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
	22.19
	16.17
	9.19
	7.17

	10. Informasi & Komunikasi
	1.62
	9.38
	12.33
	2.79

	11. Jasa Keuangan, & Asuransi
	19.08
	10.94
	11.36
	8.44

	12. Real Estate
	4.17
	4.58
	3.19
	3.09

	13. Jasa Perusahaan
	13.19
	13.17
	14.03
	10.24

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
	2.97
	1.22
	4.11
	11.47

	15. Jasa Pendidikan
	11.08
	10.84
	16.26
	11.90

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	7.39
	10.56
	8.45
	10.24

	17. Jasa Lainnya
	15.39
	24.95
	11.22
	15.82

	PDRB
	10.26
	9.85
	8.68
	9.35


             Sumber : PDRB Kota Kendari Tahun 2010 – 2014
Perekonomian Kota Kendari pada tahun 2014 mengalami peningkatan disbanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Kendari tahun 2014 mencapai 9,35 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 8,68 persen.  Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 15,82 persen dan Industri Pengolahan sebesar 13,76 persen. 
· PDRB Perkapita

PDRB per kapita Kota Kendari merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah, dimana berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Kota Kendari Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:
Tabel 3.3    
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)
Tahun 2010 – 2014
Kota Kendari
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.    Pertanian, Kehutanan & Perikanan
	7,14
	7,41
	7,94
	8,62
	9,35

	2. Pertambangan & Penggalian
	0,93
	1,08
	1,38
	1,52
	1,72

	3. Industri Pengolahan
	5,24
	5,94
	6,42
	6,83
	8,10

	4. Listrik,Gas & Air Bersih
	0,06
	0,06
	0,08
	0,07
	0,08

	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	0,18
	0,18
	0,21
	0,23
	0,26

	6. Konstruksi
	9,04
	10,76
	12,63
	13,55
	14,91

	7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	9,56
	10,64
	11,21
	11,94
	12,94

	8. Transportasi & Pergudangan
	5,55
	5,90
	6,15
	6,34
	6,72

	9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
	0.63
	0,78
	0,92
	0,99
	1,06

	10. Informasi & Komunikasi
	4,88
	4,74
	4,94
	5,33
	5,20

	11. Jasa Keuangan, & Asuransi
	3,02
	3,63
	4,20
	4,68
	5,12

	12. Real Estate
	1,56
	1,60
	1,68
	1,69
	1,70

	13. Jasa Perusahaan
	0,42
	0,47
	0,52
	0,58
	0,63

	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
	0,35
	3,60
	3,62
	3,84
	4,42

	15. Jasa Pendidikan
	3,66
	4,10
	4,43
	5,00
	5,71

	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	0,60
	0,66
	0,74
	0,78
	0,86

	17. Jasa Lainnya
	0,83
	0,94
	1,16
	1,26
	1,43

	PDRB
	56,64
	62,47
	68,22
	73,25
	80,20


                    Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Kendari 2009 - 2014.
Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Kota Kendari pada tahun 2013 sebesar Rp.22,3 juta/jiwa atau meningkat 9,65 persen dibanding tahun sebelumnya.  PDRB per Kapita Kota Kendari tahun 2014 mencapai Rp.80,2 juta dengan pertumbuhan sebesar 10,29 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir  yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, tingkat pertumbuhan berturut-turut sebesar 9,20; 7,37; dan 9,49 persen, sehingga rata-rata peningkatan PDRB per kapita penduduk Kota Kendari memperlihatkan angka diatas tujuh persen.  Hal tersebut menunjukkan suatu tingkat kemakmuran yang semakin baik.
3.1.1.2.  Tingkat Inflasi
Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga barang/jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang dapat menggambarkan kemampuan/daya beli masyarakat untuk memperoleh barang/jasa tersebut berdasarkan nilai riil uang yang ada.  
Tingkat inflasi di Kota Kendari sepanjang tahun 2014 terjadi 4 (empat) bulan inflasi negative dan 8 (delapan) bulan inflasi positif dengan rentang inflasi antara -0,97 persen sampai dengan 3,27 persen.  Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sedangkan deflasi terendah terjadi pada bulan Februari.  Tingginya inflasi pada bulan Desember didukung oleh tingginya indeks harga pada kelompok komoditi transport dan komoditi perumahan sebesar 6,88 persen dan 3,79 persen.  Sedangkan inflasi negative terjadi pada bulan Februari disebabkan oleh penurunan Indeks Harga Bahan Makanan, yaitu sebesar -3,92 persen.  Keadaan inflasi di Kota Kendari dapat dilihat menurut dekomposisinya ditampilkan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :
Tabel 3.4
Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Kendari (%)
Tahun 2010 – 2014
Kota Kendari
	Kelompok Pengeluaran
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Bahan Makanan
	10,07
	2,33
	10,79
	3,48
	6,68

	Makanan Jadi, Rokok dan Tembakau
	3,84
	3,48
	4,85
	3,90
	4,47

	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
	2,13
	7,22
	5,66
	8,65
	8,53

	Sandang
	4,30
	9,89
	3,69
	(8,04)
	0,43

	Kesehatan
	0,44
	6,32
	3,85
	2,76
	5,38

	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
	4,87
	13,18
	1,85
	1,15
	2,39

	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
	(1,42)
	2,64
	(0,37)
	16,16
	12,50

	Inflasi Umum
	3,87
	5,09
	5,23
	5,92
	7,40


     Sumber : Kendari Dalam Angka  2015
3.1.1.3.  Perdagangan (Ekspor)

Nilai impor pada pelabuhan bongkar Kota Kendari pada tahun 2013, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai impor tahun 2012 yang mengalami pertumbuhan sebesar 453,75 persen. Impor terbesar oleh kota Kendari pada tahun 2013 adalah pada komoditas kapal laut dan bangunan terapung yaitu mencapai 1.131.000 kilogram dengan nilai US$. 4.040.000. Sedangkan ekspor terbesar adalah pada bijih logam, perak, dan abu sebesar 18.016.844.740 kilogram dengan nilai sebesar US$. 438.668.253,00.
Tabel 3.5
Nilai Perdagangan Tahun 2007 s.d 2013
Kota Kendari
	Tahun
	Ekspor

(US$)
	Impor
(US$)
	Perdagangan Antar Pulau (000 Rp.)*

	2008
	227.916
	598.220
	Vol. Ton :  197.657
	211.785.473

	
	
	
	Vol. M3   :  3.515
	7.491.886

	2009
	49.525.794
	3.502.060
	Vol. Ton :  27.601,63
	595.501.000

	
	
	
	Vol. M3   :  2.466,419
	5.340.728,835

	2010
	78.674.831
	1.686.389
	Vol. Ton :  20.888,351
	425.841.117,60

	
	
	
	Vol. M3   :  -
	-

	2011
	322.722.016
	1.758.614
	Vol. Ton :  21.742,802
	431.715.125,60

	
	
	
	Vol. M3   :  -
	-

	2012
	385.576.637
	4.754.619
	Vol. Ton :  -
	-

	
	
	
	Vol. M3   :  -
	-

	2013
	444.625.325
	27.328.964
	Vol. Ton :  10.847,84
	578.174.323,00

	
	
	
	Vol. M3   :  -
	-

	2014
	32.861.405
	15.251.230
	Vol. Ton :  13.016,92
	693.809.198,63

	
	
	
	Vol. M3   :  -
	-



       *) Data Perdagangan Antar Pulau untuk tahun 2012 belum tersedia         

        Sumber : Kota Kendari dalam Angka Tahun 2015.
3.1.1.4.  Indikator Pembangunan Ekonomi

Untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, maka indikator ekonomi makro adalah sebagai ukuran yang memperlihatkan kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Indikator pembangunan ekonomi ditentukan berdasarkan data dan analisis statistik tentang berbagai faktor yang menjadi parameter dalam menentukan keadaan ekonomi di suatu daerah. 

Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Kendari dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:  
Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 
Tahun 2010 s.d 2014
Kota Kendari
	No.
	Indikator Ekonomi
	Kondisi Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Pertumbuhan PDRB (%)
	9,89
	10.26
	9.85
	8.68
	9.35

	2.
	Laju Inflasi Kota Kendari  (%) (y on y)
	3,87
	5,09
	5,23
	5,92
	7,40

	3.
	PDRB Perkapita ADH Berlaku (Juta Rp.)
	56,64
	62,47
	68,22
	73,25
	80,20

	4.
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
	23,20
	22,17
	20,20
	20,39
	18,17*

	5.
	Persentase Penduduk Miskin
	8,02
	7,46
	6,40
	6,07
	5,62*

	6.
	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)
	225.955
	237.750
	250.161
	255.229
	276.200*

	7.
	Indeks Gini Ratio
	0,2741
	0,2959*
	0,2711*
	-
	-

	8.
	Angka Penggangguran (Agustus)
	18.012
	7.227
	8.244
	11.939
	10.965

	9.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
	66,21
	64,64
	59,47
	39,96
	50,08

	10.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
	13,49
	5,64
	6,92
	9,55
	8,21

	11.
	Realisasi PMDN (Rp.)
	237.194.510.842
	555.320.106.000
	279.297.096.000
	489.359.085.000
	353.062.650.000


    *) Angka Proyeksi;
    Sumber : BPS Kota Kendari dan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.
3.1.1.5.  Perkiraan Kondisi Ekonomi Tahun 2015 
Mengenai kondisi ekonomi di Kota Kendari untuk Kota Kendari Tahun 2015 sebagai tahun berjalan, dapat diperkirakan sebagai berikut :
1. Asumsi prospek keadaan Ekonomi Makro Kota Kendari tahun 2015 adalah sebagai berikut :

· Melihat tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari yang fluktuatif, maka Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari tahun 2015 diperkirakan berkisar antara 8 – 10 persen.  Faktor-faktor lain yang diperkirakan akan memberikan dorongan positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Kendari adalah: a) Proyek pembangunan infratsruktur dan investasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih akan berjalan sesuai yang direncanakan, antara lain penyelesaian infrasturktur jalan, pembangunan Pasar Wua Wua, pembangunan pelabuhan tambat labuh, pembangunan Terminal Tipe A Baruga, pembangunan VVIP Rumah Sakit dan berbagai potensi investasi yang telah dikaji dan dipromosikan dan; b) Terjaganya kestabilan harga minyak dunia dan suplay energi, khususnya pada energi listrik terpenuhi dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru seperti yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat.

· Untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari rata-rata diatas 9,00 persen, dan tahun 2013 menurun menjadi 8,93 persen, dan prospek PDRB atas dasar harga konstan untuk tahun 2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen.  Pertumbuhan tersebut didasari oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yan terus mengalami peningkatan.  Hal ini ditandai dengan berdirinya dan berkembangnya sejumlah pusat perbelanjaan/perdagangan dan hotel-hotel  berbintang yang beroperasi saat ini akan mempunyai umur paling produktif tiga sampai lima tahun mendatang, selain itu sektor pengangkutan juga mengalami peningkatan yang disebabkan Kota Kendari sebagai pusat kota dan merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dimana perputaran kegiatan ekonomi dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara terkonsentrasi di Kota Kendari.
· Inflasi Kota Kendari (year on year) yang selama Tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan kecendrungan mengalami peningkatan tiap tahunnya.  Hal ini disebabkan adanya kenaikan indeks harga yang ditunjukkan pada kelompok pengeluaran bahan makanan; makanan jadi; minuman jadi, minuman rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan.  Pada Tahun 2015 sampai bulan Mei, laju inflasi yang terjadi sebesar 0,64 persen dan tingkat inflasi triwulan I sebesar 5,13 persen sehingga laju inflasi hingga akhir Tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran 5 – 7,2% dengan asumsi tidak ada kebijakan kenaikan harga yang signifikan terhadap kelompok administered prices dan kelompok volatile foods.
· Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita yang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan antara Tahun 2008 s.d 2012 sebesar 12,73 persen untuk PDRB Per Kapita ADH Berlaku dan 6,41 persen untuk ADH Konstan, dan untuk tahun 2013 untuk PDRB Per Kapita ADH Berlaku sebesar 9,56 persen dan untuk ADH Konstan sebesar 5,71 persen, sehingga pada tahun 2015 Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita yang sebesar diproyeksikan berkisar 5 – 5,8 persen untuk PDRB Per Kapita ADH Berlaku dan 5 – 6 persen untuk ADH Konstan. 

· Proyeksi jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 – 2016 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari 127.309 orang di tahun 2015 menjadi 126.376 orang di tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen, dengan tingkat pengangguran diperkirakan akan naik dari 14.247 orang di tahun 2015 menjadi 15.564 orang di tahun 2016 atau meningkat sebesar 9,24 persen  Sedangkan mengenai angka kemiskinan untuk tahun 2015 penduduk miskin diperkirakan sebesar 18.039 orang, lebih rendah dari tahun sebelumnya (jumlah penduduk miskin) di Kota Kendari. Penurunan ini diasumsikan terjadi dengan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah menjalankan strategi untuk mengatasi wilayah abu abu yaitu dengan menerapkan tiga cluster. Pertama membentuk bantuan sosial, kedua memberdayakan keluarga miskin yang memiliki potensi, dan pemberdayaan masyarakat yang potensi ekonominya bisa tumbuh dan berkembang.  Sedangkan angka kemiskinan tahun 2016 diperkirakan sebanyak 17.372 orang.
2. Kondisi finansial di daerah, seperti semakin meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman kepada masyarakat di Kota Kendari, dimana Posisi Pinjaman Rupiah dan Valas yang telah diberikan oleh pihak perbankan di Sulawesi Tenggara (Bank Umum dan Bank Perkredtitan Rakyat) sampai bulan Maret 2015 sebesar Rp.17.801.628.000.000,00.  Berdasarkan sektor ekonomi penyaluran pinjaman lebih didominasi untuk sektor usaha perdagangan, hotel dan restaurant yang sebesar Rp.4.489.046.000.000,00; atau sebesar 25,217 persen dari total pinjaman.  Sementara untuk Kota Kendari prospek posisi pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di atas 20 persen. Penyaluran pinjaman di Kota Kendari berdasarkan jenis penggunaannya juga lebih didominasi untuk usaha perdagangan, hotel dan restaurant.
3. Mengenai asumsi prospek keadaan keuangan daerah pada tahun 2015 untuk Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil, secara nyata dapat dilihat dukungan PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 24,92% dari rotal pendapatan daerah sebesar Rp.1.205.149.253.959. Sumber PAD Kota Kendari diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhitungkan kobdisifitas iklim investasi, pendapatan sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 3.7
Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kota Kendari Untuk Tahun 2016 dan tahun 2017
	No.
	Kondisi Internal Daerah
	Kondisi Eksternal Daerah

	
	Kekuatan
	Kelemahan
	Peluang
	Ancaman

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Aspek Fisik-Alamiah
	
	

	
	1. Sumber Daya Hutan (lindung)
Potensi sumber daya kawasan hutan lindung yang dimiliki, dapat berfungsi sebagai kawasan penangkapan (catchment area) dan kawasan pariwisata.
2. Kawasan Teluk Kendari
Eksistensi Teluk Kendari dengan fungsi-fungsi diantaranya:

· Fungsi Psikologis,  sebagai kebanggaan dan identitas warga kota.
· Fungsi Ekologis,   menjadi orientasi (outlet) sungai/kali di Kota   Kendari, disamping perlindungan biodata di dalamnya.

-
Fungsi Visual, sebagai identitas dan ke-khas-an kota. 

-
Fungsi Ekonomi, sebagai  pelabuhan barang, pelabuhan samudra perikanan, transportasi laut, pariwisata dan perdagangan.

-
Fungsi  Sosial,  sebagai rekreasi,  pariwisata, olahraga, kesehatan  dan  pendidikan.


	1. Belum jelasnya rencana arahan penggunaan ruang, pada kawasan yang berfungsi lindung seperti Tahura Murhum dan Hutan Nanga-nanga. 

2. Masih banyak kawasan permukiman dan sarana perbelanjaan (pasar) yang belum tertata/teratur, utamanya dalam hal sistem sanitasi/penyehatannya. 

3. Belum adanya rencana induk drainase, menyebabkan pengelolaan orientasi pembuangan air masih parsial dan tidak konsisten.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada kebersihan lingkungan, utamanya di kawasan bantaran sungai.
	1. Isu Lingkungan Sebagai Isu Sentral Dunia
Isu lingkungan telah menjadi isu sentral dunia, sehingga akan cukup banyak program-program khusus penanganan di bidang lingkungan seperti mewujudkan Kota Kendari menjadi Smart Green City dengan program-programnya yang telah berhasil diwujudkan, merupakan peluang yang dapat menarik perhatian baik oleh pemerintah maupun LSM atau secara langsung oleh lembaga-lembaga donor.

Kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan/proyek utamanya sumber dana Bantuan Luar Negeri (BLN) yang mensyaratkan konsiderans.
2. Pertumbuhan Fisik Kota yang Mulai Berkembang
Di beberapa bagian wilayah kota yang masih hijau dan terbuka sebagian telah mengalami pertumbuhan pembangunan fisik yang cukup pesat, sehingga memungkinkan intervensi penataan peruntukannya melalui intervensi Revisi Rencana Umum Tata Ruang Ruang Kota.
3. Karakteristik Fisik Kota Kendari yang Khas, yang Masih Memiliki Ekosistem Hutan, Pantai dan Sungai 
Kondisi tersebut dapat menjadi daya tarik bagi kegiatan wisata  alam maupun penelitian.
	1. Sedimentasi Teluk Kendari
Sedimentasi yang signifikan di Teluk Kendari, utamanya yang dibawa oleh arus sungai/kali yang bemuara ke Teluk Kendari. Kurang intensifnya penanganan akan menyebabkan pendangkalan dan itu berarti ancaman bagi kelestarian fungsi-fungsi ekologis dan ekonomis Teluk Kendari.
2. Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.  Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari dapat memicu terjadinya urbanisasi, yakni perpindahan penduduk ke dalam Kota Kendari bagai yang bertujuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
3. Krisis Energi Listrik
Semakin pesatnya pembangunan sarana perekonomian dan pemukiman di Kota Kendari yang tidak diringi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang salah satu diantaranya adalah infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan energy listrik yang semakin meningkat.

	2.
	Aspek Infrastruktur – Ekonomi
	
	

	 
	1. Kota Orde I Sulawesi Tenggara
    Kedudukannya kota sebagai pusat (i) pendidikan (adanya PTN-Unhalu dan akademi lainnya), (ii) pemerintahan (sebagai ibukota provinsi), (iii) perdagangan (pelabuhan laut dan udara), (iv) industri (kawasan, industri perikanan, rotan), dapat mendorong sektor tersier seperti jasa perdagangan, pariwisata dan perhotelan.
2. Infrastruktur Pendukung

    Tersedianya infrastruktur pendukung (meskipun dalam beberapa hal masih perlu pengembangan) seperti listrik, telepon, air, pelabuhan laut/udara, kawasan industri.
3. Lahan Tidur

    Potensi lahan-lahan tidur yang cukup besar untuk pertambakan, tanaman pangan/hortikultura, peternakan.
4. Potensi Daerah Penyangga (hinterland)

    Wilayah-wilayah di sekitar Kota Kendari memiliki potensi produksi pertanian seperti kakao, jambu mente, buah-buahan/hortikultura dan komoditi hasil perikanan, sehingga di Kota Kendari cukup potensial untuk dikembangkan baik untuk industri pengolahan maupun jasa perdagangan.


	1. Kurang Promosi

      Masih belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi daerah pada ajang promosi nasional/internasional.
2. Beberapa Kalangan Investor  Menyatakan Bahwa “Iklim” Berusaha di Kota Kendari Belum Mendukung, diantaranya:

· Prosedur usaha masih dianggap birokrasi dan “makan biaya” (high cost).

· Kapasitas pelayanan pelabuhan laut (untuk barang) masih terbatas,  demikian halnya untuk angkutan udara (penumpang dan cargo).

· Pelayanan infrastruktur utamanya listrik dan air bersih, masih terbatas.

· Bagi pengusaha “luar” masih cukup sukar untuk mencari mitra pengusaha lokal untuk pengembangan potensi produk unggulan daerah.

3. Masih Rendahnya Akses Informasi dan Permodalan Untuk Usaha Kecil dan Menengah.

	1. Isu Pengembangan KTI dan Kawasan Tertinggal

Salah satu kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang menyangkut Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan adalah Tantangan utama dalam pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi wilayah luar Jawa melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Keberpihakan terhadap kawasan timur Indonesia ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan di daerah tertinggal, perdesaan dan perbatasan untuk menghindari kesenjangan intrawilayah..

2. Reinvestasi dan Relokasi Industri dan Usaha Menengah


Beberapa industri dan usaha menengah di kawasan barat (Pulau Jawa) berencana memperluas usaha dan melakukan investasi di Sulawesi Tenggara.
	1.   Menurunnya Basis Keunggulan Komparatif 

      Beberapa basis sumberdaya yang mempunyai keunggulan komparatif, seperti perikanan (penangkapan) mengalami penurunan (umumnya kawasan penangkapan nelayan kini telah berada diwilayah penangkapan provinsi lain).
2. Daya Saing Daerah Lain
      Kompetisi berupa promosi aktif, insentif kemudahan prosedur, perpajakan dan negosiasi yang dilakukan daerah lain untuk menarik investasi.
3.  Saingan Barang “Import”

      Meningkatnya akses informasi dan transportasi, menyebabkan mudahnya distribusi barang dari luar daerah sehingga tersaingnya produk lokal dari barang “import” (luar daerah), bahkan untuk produk pertanian.

	3.
	Aspek Pelayanan-Kelembagaan
	
	

	
	Pelayanan Umum

1. Sarana Prasarana Dasar Sosial
    Tersedianya sarana/ prasarana dasar bidang sosial yang relative memadai, dan menjangkau sebagian besar kelompok masyarakat di bidang pendidikan (SD,SLTP,SLTA dan PT) dan bidang kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas plus dan puskesmas pembantu)
2. Sarana/Prasarana Dasar Ekonomi
Tersedianya sarana/ prasarana dasar bidang ekonomi, seperti infrastruktur jalan (yang menghubungkan kantong produksi ke pasar dan pelabuhan), listrik, air bersih, telepon, pelabuhan, lapangan terbang dan kawasan industri.
Pelayanan Pemerintah

1. Kelembagaan Dinas Otonom
Tersedianya perangkat pelayanan melalui dinas-dinas yang telah otonom, beserta SDM, peraturan yang mengikat dan ketetapan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Unit pelayanan Satu Pintu/ Atap
       Kelembagaan ini mempercepat berbagai proses prosedur perizinan, hingga dapat mengakselerasi percepatan kegiatan usaha dan kemasyarakatan.

	Pelayanan Umum

1. Rendahnya Peranserta Masyarkat
Masih rendahnya peranserta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, telepon dan taman-taman kota.
2. Belum Optimal Pelayanan Cost Recovery

Masih belum optimalnya manajemen pengelolaan fasilitas umum yang bersifat cost recovery seperti, terminal, persampahan, pasar dan air bersih, hingga tercapai pengelolaan swadana, bahkan sumber penting dalam penerimaan PAD.


	Pelaksanaan otonomi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk memperoleh bantuan langsung baik melalui sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk pembiayaan fasilitas umum, utamanya fasilitas yang bersifat pemulihan biaya (cost-recovery) seperti terminal, pasar, persampahan, pelabuhan  dan air bersih.
	Peningkatan jumlah penduduk baik secara alamiah maupun karena urbanisasi akan semakin menuntut perluasan pelayanan.




3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Tantangan perekonomian Kota Kendari Tahun 2016 dan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Perekonomian Daerah
Dengan memperhatikan peningkatan investasi pengolahan non migas, daya saing ekspor, peningkatan efektifitas penerimaan daerah, penguatan penyerapan belanja daerah, dan pemantapan ketahanan pangan dan energy dengan menjaga ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak di daerah;

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Dengan mendorong langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran dan nilai tukar resiko fluktuasi harga komoditi untuk non migas dengan berusaha menjaga nilai jual hasil pertanian, serta pengedalian arus modal dengan meningkatkan daya saing daerah;

3. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan

Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat dan terpadu, seperti pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan kredit mikro melalui Badan Layanan Umum Daerah.

3.1.2.2. Prospek Kondisi Ekonomi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kota Kendari pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian nasional dan regional Sulawesi Tenggara, ekonomi daerah Kota Kendari tahun 2015 dan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2015 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prospek perekonomian Kota Kendari tahun 2016 dan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Asumsi prospek keadaan Ekonomi Makro Kota Kendari tahun 2016 dan tahun  2017, adalah sebagai berikut :

· Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan mengalami  peningkatan sampai pada kisaran 8–10%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yangterus  mengalami peningkatan  19,00% dengan nilai PDRB sampai pada nilai Rp 682,980.75 juta. Hal tersebut terjadi khususnya karena pengaruh sub sektor perhotelan dimana hotel-hotel yang saat ini beroperasi akan mempunyai umur paling produktif tiga sampai lima tahun mendatang. Selain itu juga pengangkutan juga mengalami peningkatan pada kisaran 20,13 %, ini juga disebabkan  Kota Kendari sebagai pusat Kota dan merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga  perputaran kegiatan ekonomi dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara terkonsentrasi di Kota Kendari.
· Untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun yang fluktuatif dengan tingkat pertumbuhan sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari rata-rata diatas 9,00 persen, maka untuk tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen.  Pertumbuhan tersebut didasari oleh adanya peningkatan pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yan terus mengalami peningkatan.  Hal ini ditandai dengan berdirinya dan berkembangnya sejumlah pusat perbelanjaan/perdagangan dan hotel-hotel  berbintang yang beroperasi saat ini akan mempunyai umur paling produktif tiga sampai lima tahun mendatang, selain itu sektor pengangkutan juga mengalami peningkatan yang disebabkan Kota Kendari sebagai pusat kota dan merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara dimana perputaran kegiatan ekonomi dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara terkonsentrasi di Kota Kendari.
· Tingkat inflasi di Kota Kendari (Januari – Mei) tahun 2015 tercatat -0,70 persen dan tingkat Laju Inflasi tahun ke tahun (year on year) (Mei 2015 terhadap Mei 2014) tercatat 7,10 persen.  Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender (Januari-Mei) 2014 tercatat -0,43 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2014 terhadap Mei 2013) tercatat 4,38 persen.  Sehingga pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tingkat inflasi/IHK Kota Kendari diproyeksikan berkisar 5,93 – 6 persen.  Proyeksi ini mempertimbangkan beberapa asumsi lain antara lain tingginya permintaan barang dan jasa yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian pada sektor perdagangan, jasa dan industri.  Selain itu, inflasi juga sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan setiap tahun akan mengalami kenaikan hingga tahun 2019.
· Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita penduduk Kota Kendari pada tahun 2013 sebesar Rp.22,3 juta/jiwa atau meningkat 9,65 persen dibanding tahun sebelumnya.  PDRB per Kapita Kota Kendari tahun 2014 mencapai Rp.80,2 juta dengan pertumbuhan sebesar 10,29 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir  yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, tingkat pertumbuhan berturut-turut sebesar 9,20; 7,37; dan 9,49 persen, sehingga rata-rata peningkatan PDRB per kapita penduduk Kota Kendari memperlihatkan angka diatas tujuh persen.  Oleh karena itu, untuk tahun 2016 dan tahun 2017 Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita yang sebesar diproyeksikan berkisar 6 – 7 persen untuk PDRB Per Kapita ADH Berlaku dan 5 – 6 persen untuk ADH Konstan. 

· Proyeksi jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 – 2016 menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari 127.309 orang di tahun 2015 menjadi 126.376 orang di tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen, dengan tingkat pengangguran diperkirakan akan naik dari 14.247 orang di tahun 2015 menjadi 15.564 orang di tahun 2016 atau meningkat sebesar 9,24 persen  Sedangkan mengenai angka kemiskinan untuk tahun 2015 penduduk miskin diperkirakan sebesar 18.039 orang, lebih rendah dari tahun sebelumnya (jumlah penduduk miskin) di Kota Kendari. Penurunan ini diasumsikan terjadi dengan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah menjalankan strategi untuk mengatasi wilayah abu abu yaitu dengan menerapkan tiga cluster. Pertama membentuk bantuan sosial, kedua memberdayakan keluarga miskin yang memiliki potensi, dan pemberdayaan masyarakat yang potensi ekonominya bisa tumbuh dan berkembang.  Sedangkan angka kemiskinan tahun 2016 diperkirakan sebanyak 17.372 orang, dan tahun 2017 jumlah penduduk miskin diperkirakan berkurang di bawah 17.000 orang.
4. Kondisi finansial di daerah, seperti semakin meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman kepada masyarakat di Kota Kendari, dimana Posisi Pinjaman Rupiah dan Valas yang telah diberikan oleh pihak perbankan di Sulawesi Tenggara (Bank Umum dan Bank Perkredtitan Rakyat) sampai bulan Maret 2015 sebesar Rp.17.801.628.000.000,00.  Berdasarkan sektor ekonomi penyaluran pinjaman lebih didominasi untuk sektor usaha perdagangan, hotel dan restaurant yang sebesar Rp.4.489.046.000.000,00; atau sebesar 25,217 persen dari total pinjaman.  Pada tahun 2016 dan 2017 prospek posisi kredit yang diberikan di Kota Kendari diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di atas 20 persen. Berdasarkan jenis penggunaannya lebih didominasi untuk kegiatan konsumsi dan modal kerja, serta untuk kredit mikro, kecil dan menengah penyalurannya juga lebih didominasi untuk kegiatan konsumsi dan modal kerja (Working Capital).
5. Untuk asumsi prospek keadaan keuangan daerah, adalah sebagai berikut :

· Prospek kondisi fiskal mengarah kepada Desentralisasi Fiskal, alokasi dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun cenderung mengalami peningkatan walauapun dengan persentase tingkat kenaikan alokasi DAU sejak tahun 2010 – 2015 berada pada kisaran yang cukup besar yakni 1,97 – 15,60 persen, dan seiring dengan meningkatnya alokasi dasar, kebutuhan dan kapasitas fiskal untuk tahun 2016 dan tahun 2017 penerimaan dana perimbangan dari DAU diproyeksikan akan meningkat sekitar 2 - 5 persen;
· Prospek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap selalu mengalami peningkatan yang dilihat dari jumlah objek pajak yang cenderung meningkat.  Untuk Tahun Anggaran 2016 peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 8 persen dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar 10 persen.

3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Kendari tahun 2016 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang dapat menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sektor) dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime move) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penanggulangan kemiskinan.    
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari berdasarkan pada penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun ke depan (periode Tahun 20013-2017), yang berfokus pada aspek: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Pembiayaan Daerah  dan (4) Capaian Kinerja yang diorientasikan kepada  pencapaian Visi dan Misi Walikota Kendari yang terangkum dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008, serta isu strategis daerah, yaitu strategi pembangunan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kendari selama kurun tahun 2013 -2017. 
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Arah kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Kendari
	No
	URAIAN
	JUMLAH

	
	
	Realisasi
	Realisasi
	Realisasi
	APBD
	Proyeksi
	Proyeksi

	
	
	TA 2012
	TA 2013
	TA 2014
	TA 2015
	TA 2016
	TA 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	1
	PENDAPATAN DAERAH
	     528.026.037.925,00 
	 
	
	
	 
	

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	        70.857.916.205,44 
	94.863.574.284,80
	167.470.392.685,25 
	269.064.250.823,00
	271,376,046,646.00 
	      122.040.754.954,74 

	1.1.1
	Pajak Daerah
	        36.563.070.418,00 
	45.570.995.637,00 
	72.295.479.401,58 
	93.495.000.000,00
	87.655.000.000,00 
	        49.549.907.994,00 

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	        25.233.997.337,00 
	35.878.632.755,34 
	50.708.564.644,00 
	42.167.060.000,00
	90.273.200.000,00 
	        37.618.279.329,90 

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	          2.508.479.673,00 
	2.264.077.845,00 
	1.981.574.317,00 
	-
	-
	             3.660.250.000,00 

	1.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	          6.552.368.777,44 
	11.149.868.047,46 
	42.484.774.322,67
	133.402.190.823,00
	93.447.846.646,00 
	           31.212.317.630,85 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.2
	Dana Perimbangan
	     562.952.415.359,00 
	651.100.975.648,00
	701.054.902.561,00 
	779.817.906.933,00
	884.242.425.340,00 
	      941.498.946.585,59 

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak\Bagi Hasil Bukan Pajak
	        41.940.591.359,00 
	41.148.724.648,00 
	34.521.393.561,00 
	39.432.816.933,00
	33.014.394.000,00 
	           48.467.855.896,49 

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	     478.763.604.000,00 
	555.693.881.000,00 
	611.179.529.000,00 
	629.906.640.000,00
	674.633.290.000,00 
	      813.591.411.172,10 

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	        42.248.220.000,00 
	54.258.370.000,00 
	55.353.980.000,00 
	110.478.450.000,00
	176.594.741.340,00 
	        79.439.679.517,00 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	     111.486.114.891,00 
	170.046.049.675,00
	171.240.061.670,00
	216.516.254.912,00
	232.641.677.912,00
	      150.939.024.950,68 

	1.3.1
	Hibah
	          5.710.436.000,00 
	
	
	-
	-
	-

	1.2.3
	Dana Darurat
	                                      -   
	                                      -   
	-
	-
	-
	-

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
	32.227.987.331,00 
	71.327.791.751,00                                         
	58,062,362,788.00 
	51.426.101.912,00
	51.426.101.912,00
	           34.526.038.372,69 

	1.3.4
	Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	-
	574.126.041,00 
	-
	163.980.153.000,00
	-
	                969.025.144,09 

	1.3.5
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	        71.949.779.000,00 
	94.748.137.000,00                                        
	110,477,864,000.00 
	1.110.000.000,00
	179.754.568.000,00
	         105.341.671.433,90 

	1.3.6
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintahan Daerah Lainnya
	-
	1.242.144.000,00                                      
	594.950.000,00
	-
	1.461.008.000,00
	           10.102.290.000,00 

	1.3.7
	Pendapatan Lainnya
	          1.597.912.560,00 
	2.153.850.883,00
	2.104.884.882.00 
	-
	-
	-

	1.3.8
	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)
	                                      -   
	                                      -   
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	A
	Jumlah Pendapatan
	     745.296.446.455,44 
	916.010.599.607,80
	1.039.765.356.916,25 
	1.265.398.412.668,00
	1.388.260.149.898,00
	  1.214.478.726.491,02 


Sumber :   Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 dan Tahun 2013;

                  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2014;             
                  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013 - 2017.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancer sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis objek pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
b. Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan daerah, mengubah tariff, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan.
Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayara pajak.
d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Kendari.
f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah.

h. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat.

i. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas: 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;

b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha  dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur adminisrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

c) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;

d) Regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro investasi);

e) Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah yakni PDAM; Perusda Pasar; Badan layanan Umum Daerah (BLUD).

f)    Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh tekhnologi informasi yang memadai.

2) Dana Perimbangan

Sebelum adanya penetapan pagu dana perimbangan tahun anggaran 2016 dari pemerintah atasan yakni pemerintah pusat maupun provinsi, maka proyeksi pendapatan dari pos dana perimbangan pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2015.
3)  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh kota merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mengenai kondisi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Kendari apabila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dengan tahun 2016 diproyeksikan  meningkat sebesar 0,86 persen, dengan rincian terdiri dari Pajak Daerah diproyeksikan menurun sebesar 6,25 persen; Retribusi Daerah meningkat sebesar 114,08 persen; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menurun 29,95 persen. Sedangkan Dana Perimbangan diproyeksikan akan meningkat sebesar 13,39 persen, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang menurun sebesar 16,28 persen; Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 7,10 persen; dan Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 59,85 persen.  Selanjutnya untuk  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan meningkat sebesar 7,45 persen, terdiri Dana Hibah dengan nilai anggaran yang sama dengan tahun 2015; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus meningkat sebesar 9,62 persen; dan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya meningkat sebesar 31,62 persen; Dengan demikian total pendapatan tahun 2016 diprediksi akan meningkat sebesar 9,71.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2016 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Spesific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :

a) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan dan pembangunan infrasruktur perkotaan seperti lingkungan pemukiman,  jaringan jalan dan jembatan;

b) Dana alokasi  umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan - kebutuhan pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.

c) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik,sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d) Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/ cost sharing pada program/ kegiatan yang berasal dari pusat maupun propinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6)  Belanja Pegawai  

a) 
Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

b)  Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) 
Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2015.

d)

Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan “accres” gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.

e) 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesidengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan walikota.

7) Belanja Hibah

a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan didaerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang  peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

8) Bantuan Sosial

a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat  yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun  anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

b) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifikas perekonomian. 

9)
Belanja Bantuan Keuangan

a)
Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, pemerintah kota.

b)
Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, dalam APBD kota, urusan pemerintah daerah yang bukan merupakan kewenangan kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD kota.

c) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada Peraturan Pemerintah   Nomor 5 tahun 2009 tetang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

10)  Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Mengenai kondisi belanja daerah Pemerintah Kota Kendari apabila dibandingkan antara anggaran belanja tahun 2015 dengan tahun 2016 sebesar diproyeksikan akan  meningkat sebesar 7,44 persen, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja  Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Modal yang meningkat sebesar 7,20 persen dan Belanja Tdak Langsung meliputi  belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal meningkat sebesar 7,72 persen.  Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kendari
	No
	URAIAN
	JUMLAH

	
	
	Realisasi
	Realisasi
	Realisasi
	APBD
	Proyeksi
	Proyeksi

	
	
	TA 2012
	TA 2013
	TA 2014
	TA 2015
	TA 2016
	TA 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	2
	BELANJA DAERAH
	 
	 
	
	 
	
	 

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	     468.448.658.806,00 
	     479.328.583.824,15 
	536.570.665.247,35
	722.354.709.504,83
	774.338.561.098,00
	837.629.145.828,77 

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	     440.929.828.267,00 
	476.370.310.873,15 
	525.978.128.377,35
	715.762.278.064,83
	742.654.949.298,00
	829.623.986.637,47 

	2.1.2
	Belanja Bunga
	               71.711.160,00 
	52.431.439,00 
	33.360.712,00
	52.431.440,00
	-
	               76.764.871,30 

	2.1.3
	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4
	Belanja Hibah  
	        22.070.069.379,00 
	1.772.500.000,00 
	9.558.963.665,00
	2.537.500.000,00
	27.438.611.800,00
	          2.257.642.200,00 

	2.1.5
	Belanja Bantuan Sosial
	          5.057.550.000,00 
	493.500.000,00 
	435.500.000,00
	582.500.000,00
	825.000.000,00
	             500.722.200,00 

	2.1.6
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi\Kabupaten\Kota

dan Pemerintahan Desa
	                                      -   
	-
	-
	1.420.000.000,00
	1.420.000.000,00
	-

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi\Kab.\Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik
	                                      -   
	          564.841.512,00 
	564.712.493,00
	-
	-
	                827.216.500,00 

	2.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	             319.500.000,00 
	75.000.000,00
	-
	2.000.000.000,00
	2.000.000.000,00
	             4.342.813.420,00 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	B
	Jumlah Belanja Tidak Langsung
	     468.448.658.806,00 
	     479.328.583.824,15 
	536.570.665.247,35
	722.354.709.504,83
	774.338.561.098,00
	      837.629.145.828,77 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2.2.
	Belanja Langsung
	     246.596.232.388,00 
	     370.003.662.135,65 
	511.392.342.392,00
	622.837.199.376,11
	670.921.588.800,00
	511.461.966.138,40 

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	        30.497.743.148,00 
	36.457.871.148,00 
	46.745.763.886,00
	57.804.710.250,00
	63.118.978.750,00
	       50.667.230.159,47 

	2.2.2
	Belanja Barang dan Jasa
	     104.899.811.423,00 
	136.660.716.404,31 
	169.740.219.370,00
	165.027.526.676,00
	168.962.520.844,00
	     171.370.500.993,19 

	2.2.3
	Belanja Modal
	     111.198.677.817,00 
	196.885.074.583,34 
	294.906.359.136,00
	400.004.962.450,11
	438.840.089.206,00
	      289.424.234.985,74 

	2.2.4
	Belanja Perjalanan Dinas
	                                      -   
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.5
	Belanja Pemeliharaan
	                                      -   
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	C
	Jumlah Belanja Langsung
	     246.596.232.388,00 
	     370.003.662.135,65 
	511.392.342.392,00
	622.837.199.376,11
	670.921.588.800,00
	511.461.966.138,40 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	D
	Total Jumlah Belanja
	     715.044.891.194,00 
	849.332.245.959,80
	1.047.963.007.639,35
	1.345.191.908.880,94
	1.445.260.149.898,00
	  1.349.091.111.967,17 


Sumber :   Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 dan Tahun 2013;

                  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2014;             
                  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013 - 2017.
.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1)
Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2)
Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah/BUMD, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Mengenai kondisi Pembiayaan Daerah untuk tahun 2015, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.84.991.718.388,94 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah  sebesar Rp.5.198.222.176,00. Sedangkan untuk proyeksi anggaran tahun 2016 penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan adalah sebesar Rp.57.000.000.000,00. Arah kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kendari
	No
	URAIAN
	JUMLAH

	
	
	Realisasi
	Realisasi
	Realisasi
	APBD
	Proyeksi
	Proyeksi

	
	
	TA 2012
	TA 2013
	TA 2014
	TA 2015
	TA 2016
	TA 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	3
	PEMBIAYAAN DAERAH
	 
	 
	
	 
	 
	 

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	        28.811.683.402,60 
	     44.226.331.903,04 
	105.020.949.832,04
	84.991.718.388,94
	57.000.000.000,0
	           68.172.232.802,48 

	3.1.1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  Sebelumnya (SILPA) 
	        20.144.708.402,60 
	34.768.128.903,04 
	96.990.404.832,04
	84.156.718.388,94
	                                      57.000.000.000,00
	           68.172.232.802,48 

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	                                      -   
	                                      -   
	8.030.545.000,00                                      
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.1.3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
	                                      -   
	                                      -   
	                                      -   
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.1.4
	Penerimaan Pinjaman Daerah / BLUD
	                                      -   
	                                      -   
	                                      -   
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.1.5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
	          8.666.975.000,00 
	                                      9.458.203.000,00   
	                                      -   
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.1.6
	Penerimaan Piutang Daerah
	                                      -   
	                                      -   
	                                      -   
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.1.7
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
	                                      -   
	                                      -   
	                                      -   
	835.000.000,00
	                                      -   
	                                      -   

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	E
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
	        28.811.683.402,60 
	     44.226.331.903,04 
	105.020.949.832,04
	84.991.718.388,94
	                                      57.000.000.000,00
	           68.172.232.802,48 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	3.2
	Pengeluaran Pembiayaan 
	        24.295.109.761,00 
	        13.914.280.719,00 
	12.666.580.720,00
	5.198.222.176,00
	-
	       12.757.196.887,82 

	3.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan 
	                                      -   
	                                      -   
	-
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.2.2
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
	        15.524.029.040,00 
	4.367.200.000,00 
	5.000.000.000,00
	5.000.000.000,00
	                                      -   
	            4.470.000.000,00 

	3.2.3
	Pembayaran Pokok Utang
	             160.080.721,00 
	160.080.719,00 
	160.080.720,00
	198.222.176,00
	                                      -   
	                                      -   

	3.2.4
	Pemberian Pinjaman Daerah
	          8.611.000.000,00 
	-
	-
	-
	                                      -   
	        1.000.000.000,00 

	3.2.5
	Investasi Jangka Pendek (Penyaluran Pinjaman BLUD)
	                                      -   
	                                      -   
	-
	-
	                                      -   
	-

	3.2.6
	Pemberian Piutang BLUD
	                                      -   
	                                      9.387.000.000,00  
	7.506.500.000,00
	-
	                                      -   
	                                      -   

	3.2.7
	Pemberian Pinjaman Kembali Pinjaman/Pihak Ketiga
	                                      -   
	                                      -   
	-
	-
	                                      -   
	 7.651.556.732,21 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	F
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
	        24.295.109.761,00 
	13.914.280.719,00
	12.666.580.720,00
	5.198.222.176,00
	-
	        13.121.556.732,21 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Pembiayaan netto
	          4.516.573.641,60 
	        30.312.051.184,00 
	92.354.369.112,04
	79.793.496.212,94
	57.000.000.000,00
	        55.050.676.070,26 


Sumber :   Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 dan Tahun 2013;

                  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2014;             
                  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013 - 2017.
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